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I. Pendahuluan

Menurut kegunaannya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dibedakan menjadi 3
jenis, yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi, terdiri
dalam 15 bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan
pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah,
pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup
dan kehutanan dan transportasi. Adapun tujuan dari masing-masing DAK Fisik tersebut
adalah sebagai berikut:!

1. DAK Fisik Reguler, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat
melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.

2. DAK Fisik Penugasan, diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional
yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi
prioritas tertentu.

3. DAK Fisik Afirmasi, diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan
pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori derah perbatasan,

kepulauan, tertinggal dan transmigrasi (Area/Spatial Based).

! http://kppnmetro.org/dak-fisik-63/


http://kppnmetro.org/dak-fisik-63/

Permasalahan lain dalam pengelolaan DAK Fisik, diungkap Bupati Muaro Jambi,
Masnah Busro di hadapan rombongan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jambi, yang mengatakan bahwa Pemkab Muaro Jambi memperoleh anggaran dari
pemerintah pusat untuk DAK Fisik tahun 2019 sebesar Rp76,9 miliar. Namun, dalam
pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan delapan SKPD Muaro Jambi, hanya sebesar
Rp68 juta. Sisanya sekitar Rp8 milliar lebih DAK fisik tidak berhasil dilaksanakan
kontrak hingga batas waktu yang telah ditetapkan berakhir.2

II. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana kriteria daerah penerima DAK Fisik?

2. Bagaimana penggunaan sisa anggaran DAK Fisik?

II1I. Pembahasan
1. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.3 Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus adalah untuk mendanai
kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional,
sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat.4

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang
menjadi prioritas nasional.5 DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk

mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi

2 https://www.gatra.com/detail/news/449478/ekonomi/bupati-muaro-jambi-keluhkan-sistem-penyaluran-dak-
fisik
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prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.® Daerah Tertentu merupakan daerah
yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus,
dan kriteria teknis.”
Penentuan Daerah Tertentu menentukan besaran alokasi DAK harus memenuhi:8
a. Kriteria umum
Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang
dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah.
b. Kriteria khusus
Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan:
1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi
khusus;
2) Karakteristik daerah.
Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan
dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
c. Kriteria teknis
Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait dan
disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari
DAK.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan oleh Menteri Keuangan, setelah
menerima usulan kegiatan dari Menteri Teknis. Penghitungan alokasi DAK melalui 2
(dua) tahapan, yaitu:9
a Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;

b Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di

dalam APBD dan tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan,

® peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 51 ayat (1)
7 peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 51 ayat (2)
® peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 54 ayat (2)
? peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (1)



penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.1°

Menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh

persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya dan digunakan untuk mendanai

kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.1t
2. DAK Fisik
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara/

Lembaga menyusun rancangan kriteria penilaian awal usulan DAK Fisik. Rancangan

kriteria penilaian awal usulan DAK Fisik dibahas dan disepakati bersama antara

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara/Lembaga

dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.:2

Kementerian = Perencanaan = Pembangunan Nasional dan  Kementerian

Negara/Lembaga masing-masing melakukan penilaian awal atas usulan DAK Fisik

berdasarkan kriteria penilaian awal atas usulan DAK Fisik yang telah disepakati.s

Penilaian awal atas usulan DAK Fisik, mempertimbangkan :

a target keluaran dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang per tahun
secara nasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah;

b target keluaran dari lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang dalam jangka
menengah secara riasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

c. pagu anggaran per jenis/bidang/subbidang DAK Fisik

Berdasarkan hasil penilaian awal atas usulan DAK Fisik, Kementerian

Negara/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama

Pemerintah Daerah melakukan pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi atas

usulan DAK Fisik. Sinkronisasi dan harmonisasi bertujuan untuk membahas:*5

1% peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 60 ayat (1) dan (3)

! peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 61 ayat (1)

12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
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13 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (3)

14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (4)

> peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Fisik, Pasal 18 ayat (1) dan (2)



a. kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK Fisik dengan kebutuhan dan
prioritas daerah;
b keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik, APBD dan/atau sumber
pendanaan lainnya dalam satu daerah;
c. pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan; dan
d keselarasan kegiatan DAK Fisik suatu daerah dalam satu wilayah provinsi dengan
mempertimbangkan rekomendasi gubernur.
Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan
yang didanai dari DAK Fisik dengan mengacu pada:©
a. dokumen usulan DAK Fisik;
b. hasil penilaian usulan DAK Fisik;
c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik; dan
d. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melaui portal (website) Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan atau tercantum dalam Peratutan Presiden mengenai
rincian APBN.
Usulan rencana kegiatan paling sedikit memuat:17

rincian dan lokasi kegiatan;

IS

target keluaran;

rincian pendanaan kegiatan;

o o

metode pelaksanaan kegiatan; dan

e. kegiatan penunjang.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari
alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan
langsung dengan kegiatan DAK Fisik. Kegiatan penunjang meliputi:8
a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;

b. biaya tender;

'® peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi

Khusus Fisik, Pasal 26 ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Fisik, Pasal 26 ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
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honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;

Ao

penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

e. penyelenggaraan rapat koordinasi;

=

perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan,
pengendalian, dan pengawasan,;

g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota; dan/atau

h kegiatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai petunjuk
teknis DAK Fisik.

Penyaluran DAK Fisik dilakukan per jenis, dengan ketentuan:9

jav}

. per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang; atau
b. per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki subbidang.
Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilakukan secara:2°
a. bertahap;
Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara bertahap
dilaksanakan dengan ketentuan:
1) tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25%

(dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;

dokumen tahap I berupa:

a) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;

b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan DAK
Fisik per jenis per bidang/ subbidang tahun anggaran sebelumnya;

c) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas
pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang tahun
anggaran sebelumnya.

d) rencana kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah
disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga dan tercantum dalam

sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan

19
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e) daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang
meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti
sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan
dana penunjang;

2) tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober
berdasarkan nilai kontrak yang terdapat dalam daftar kontrak kegiatan,
dengan ketentuan:

a) nilai kontrak lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi
disalurkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak
dimaksud,;

b) nilai kontrak lebih besar dari 25% (dua puluh persen) sampai dengan
70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi disalurkan sebesar selisih nilai
kontrak dimaksud dengan penyaluran tahap I; dan

c) nilai kontrak sampai dengan 25% (dua puluh persen) pagu alokasi tidak
dlsalurkan.

Dokumen tahap II berupa:

a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75%
(tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan
capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/
subbidang sampai dengan tahap I; dan

b) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan
DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang;

3) tahap III dilakukan untuk nilai kontrak dalam daftar kontrak kegiatan
yang nilainya lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi, paling
cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih
antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan
nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

Dokumen tahap III berupa:

a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90%
(sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan
capaian keluaran kegiatan DAK Fisik per Jenis per bidang/subbidang



sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen);

b) laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian
kegiatan dengan capaian keluaran 100% (seratus persen) kegiatan DAK
Fisik per jenis per bidang; dan

c) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK

Fisik per jenis per bidang/subbidang.

b. sekaligus; atau

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara sekaligus dilakukan

dalam hal2:

1). pagu alokasi DAK Fisik per jenis per bidang sebesar sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

2). seluruh kegiatan pada bidang/ subbidang DAK Fisik tidak dapat dibayarkan
secara bertahap sesuai rekomendasi dari Kementerian Negara/Lembaga yang
telah disetujui oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.

. campuran.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara campuran
dilakukan dalam hal pada bidang/subbidang DAK Fisik terdapat sebagian
kegiatan DAK Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap.22
Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara campuran dilakukan
dengan ketentuan:23

1) kegiatan DAK Fisik yang dibayarkan secara bertahap, disalurkan secara

bertahap; dan
2) kegiatan DAK Fisik dibayarkan secara sekaligus, disalurkan sebesar nilai

kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima barang dan/atau

21

22

23
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3.

pekerjaan untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan DAK Fisik per jenis per
bidang/subbidang yang diterima Kepala KPPN.

Penghentian penyaluran DAK Fisik

Penghentian penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam hal24:

a Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik
secara bertahap dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran;

b. Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik
secara sekaligus dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran;

c. menteri/pimpinan lembaga mengajukan permohonan penghentian penyaluran
DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan; dan/atau

d Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disertai
surat persetujuan dari menteri/pimpinan lembaga.

Permintaan penghentian penyaluran DAK Fisik, dapat dilakukan untuk seluruh atau

sebagian pagu DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang setelah dilakukan

pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan

Kementerian  Perencanaan = Pembangunan Nasional, dan Kementerian

Negara/Lembaga.25

Penggunaan Sisa DAK Fisik

Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan/atau

sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang/ subbidang yang keluaran

yang kegiatannya sudah tercapai, sisa DAK dan/atau sisa DAK Fisik tersebut dapat

digunakan dengan ketentuan:2¢

24
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a. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama di
tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan
petunjuk teknis tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai
kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya,
dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

Keluaran kegiatan yang sudah tercapai ditunjukkan dengan telah direalisasikannya

seluruh keluaran kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak.27 Kepala Daerah

menyampaikan laporan penggunaan sisa DAK dan/ atau DAK Fisik kepada Kepala

KPPN sesuai dengan wilayah kerjanya setelah berakhirnya pelaksanaan tahun

anggaran.28

Dalam hal terdapat sisa DAK sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan/atau sisa

DAK Fisik tahun-tahun anggaran sebelumnya pada bidang/subbidang yang keluaran

kegiatannya belum tercapai, sisa DAK dan/atau sisa DAK Fisik tersebut dianggarkan

kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan:29

a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam
rangka pencapaian keluaran (output) dengan menggunakan petunjuk teknis pada
saat keluaran kegiatannya belum tercapai; atau

b. untuk sisa DAK sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan/atau DAK Fisik lebih
dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan
DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan Daerah dengan

menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

*7 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
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IV. Penutup

1.

Penentuan Daerah Penerima DAK Fisik berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus,

dan kriteria teknis.

. Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang yang keluaran yang

kegiatannya sudah tercapai, sisa DAK dan/atau sisa DAK Fisik tersebut dapat
digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang
sama atau untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu
sesuai kebutuhan daerah. Dalam hal terdapat sisa DAK sampai dengan Tahun
Anggaran 2014 dan/atau sisa DAK Fisik tahun-tahun anggaran sebelumnya pada
bidang/subbidang yang keluaran kegiatannya belum tercapai, sisa DAK dan/atau
sisa DAK Fisik tersebut dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran
berikutnya.
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Selatan.
Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan

untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.
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